
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHA}I YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Mcnirlbang a bahwa dengan berlakunya Undang_Undang Nonror 2g
Tahr,rn 2009 tentang pajak Daerah Dan Retrilusi Dacrah,maka perlu diatur kembali segala bentuk peraturan
Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah Xotar
Pekanbaru;

bahwa untuk penyelenggaraan Jasa
berkaitan dengan penyelenggaraan
trngkutan yang bcrada c.li Tcrminal
pcngilturan yang terpa(lll;
bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagt,ritni,r r r:r
dimaksud huruf a dan huruf b di atai, perlu mcnctapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.

Undang-Undang Nomor B Tahun 1956 rcntiing
PcmbenLukan Daerah ()tonom Kotzr Kecil clirl:inrLingkungan Propinsi Daerah Sumatera .lirngrrJr
(Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun I (l5(_r

Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun l9g1 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik indonesja
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Neg:rr:r
Repnblik lndonesia Nomor 3209);
Undang,Undang Nomor 17 Tilhur-t 2OO3 tent;rny,
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tzrhun 2O03 Nomor 47, Tambahzrn Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 42g6);
Undang-Undang Nomor 3,2 .l.ahun 2OO4 rcnlal]e
Pemerintahan Daerah (l,crnbaran Negara l?epublik
Indonesia Tahun '2OO4 Nomor 1 25. T:rrnbalur r.r

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.137)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakh ir
dengan Undang-Undang Nomor Republik Indoncsia 12
Tahun 2008 tentang perubahan Keclua atas Unciang_
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemcr.ir-rlrrhan
Daerah; (Lembaran negara Repubiik lnclonesitr -l,aitun
2O08 No 58 Tambahan Lembaran Negara Rcpuhlil<
lndonesia Nomor 4844);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat daii
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repi_Lblik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 441]g);

6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Rcpr_rblik
lndonesia Tahr_rn 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentarrg p:rlatk
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negarir
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambai,ran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang,Undang Republik lndonesia Nomor l2 r.rhl-ur2011 tentang Pembentukan peraturan perunclatng,
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5324);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 19g3 tentar-rg
Pelaksanaan Kitab Undar-rg Undar-rg I-l ukurn Ac:rrlr
Piclana (Lcmbaran Ncgara Tahur-r 19g3 Nomor 36.
Termbahan Lembaran Negara Nomor 325g) sebagaiman:i
telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 5gTahun 2010 tentang perubahan atas peraturan
Pemerintah Nomor 2Z Tahun I9g3 tentang pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (Lembzrran
Negarzr Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-
514s);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tcnt.rng
Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah
Tingkat I dan Tingkat Il ( Lembaran Negara Republik
Inclone sia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan l,cnrbararr
Negara Republik Indonesia Nomor 34 1O);

I I . Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 1993 tcntang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
TahuLr-r 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Ncgarn
Republik Indonesia Nomor 3527);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 ,l.ahur-r 1993 tcntani,.
Pemeriksaan Kendaraan di jalan (Lembaran Nesar:r
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60. Tarnbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3528):

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tcntang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, .l.an-rLrahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tcntilllg

Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Rcpublik
lr-rdoncsia Tahun 1993 Nomor 64, Tarnbahan I_embaran
Negara Republik Indor-resia Nomor 3530);
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Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2OO5 te n t.:titg
Pengelolaan Keuan5;an Daerah (Lembaran Nt,girra
Republik Indonesizr Tahun 2005 Nomor 140, Tamb:rhan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenlang
Pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraait
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambah ar-r
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 rr:nrang
Pernbagian Urusan Pemerintahan antara penrcrintah,
Pemerintahzln Daerah Propinsi dan pemerinterhan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O07 Nomor 89, Tambahan Lembarali
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tcntar-rg
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 tcnlr,rng
Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Inscntif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 10
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik
Jn(l()nc:ji.l Numur' 5 ln l) I

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan pemerintatr
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahut-r
20 1 1 Tentang Pembentukan Produk Hukun'r Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 'I'ahurr 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mentr:ri
Dalam Negeri Nomor 59 Tatlun 2OO7;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahurt
1991 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan Laik
Jalar-r Kendaraan Bermotor di Jalan;
Ke putusan Me nteri Perhubungat'r Nomor ll I T:titrrn
1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun
2003 tcntang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
Jalan;

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Ta}run
1997 tantang Pedoman dan Tata cara pemungu tall
Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas clj
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;



24. Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor
?009 tentang Penyidik pegawai Negeri
Lingkungan Pemerintah Kota pekanbaru:

1 5 Ta hlrn
Sipil di

Dengan persetuj uan Bersama

DtrWAN PtrRWAKILAN RAKYAT DAtrRAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINA]-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan claerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota pekanbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota pekanbaru.

3. Kepala Daerah adalah Walikota pekanbaru.

4. Dewan Pe rwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan perwakilar-r Rakyar
Daerah Kota Pekanbaru.

5. Dinas adalah Dinas Teknis yang ditun juk.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.
7. Pejahat aclalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tcrtenru dibiclang

Rct ribr.tsi Daerzrh sesuni dengatr peratlrran perunclang undangan yang
bcrlaku.

8. Angkutzrn adalerh perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempar
ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas
Jalan.

9. Iiendararan adalah suatu sarana angkut di jalan yang tcrcliri alas
Kenclaraan Bcrmotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas
rel.

11. lir:ndzrr:rarl Bermotor Umum adalah setiap Kcndareran yang digr-rnakan
urrtr:l< angkurtan barang cl:rn/atan orzrng dcngan dipungut bayiLran.

12. Scpedzr Mot.r adalah Kendaraern Bermotor beroda 2 (duur) arau 3 (tiga)
tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
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13. Mobil Penumpang adalah Setiap Kendaraan Bermotor Beroda 4 (ernpert)
atau lebih yang dilengkapi sebanyak_banyaknya g (delapan) rcmpar
cludlrk tidark tcrmasuk tempat duduk.

14. Pcngemucli aclalah orang yang mengemudikan Kendaraan Ber.mot.r cli
,Ja1an yang telah memiliki Surat lzan Mengemudi.

15. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor beroda 4
lebih yang dilengakapi lebih dari 8 (delapan) rempar
tt-.rmasuk tempat duduk pengemudi maupun tanpa
PcngrnjtkIrta n bcgusi.

16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau
lebih selain sepeda motor, Mobil penumpang, Mobil Bus dan Kenclaraer.
khusus.

17. Kercta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
nrcngzrngkut Lr:rrang yang scluruh bcbann.ya clitumpukan oleh alat itu
sr:ncliri dan clirancang untuk clitarik oleh Kendaraan lJcrmoLor.
Penarikn-yil.

18. Taksi adalah Kendaraan umum beroda 4 (empat) dengan jenis Mobil
Penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.

I9, Pcrusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyecliakn,
.lasa Angkutan c)rang dan/atau Barang dengan Kendaraan rlmurrr
d ijalan.

20. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta menaikkarr
moda zir-rgkutan.

21. Terminal terdiri dari :

a. terrninal bagi Kendaraan Angkutar-r penumpang Umurn Anrar.
Propinsi (AKAP );

b. terminal bagi Kendaraan Angkutan penumpang Umum Antar Kota
dalam Propinsi ( AKDP);

c. terminal bagi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Kota (

ANGKOT ); dan

d. terminal bagi Kendaraan Angkutan Barang (ANBAR );
23. Terminal Penr-rmpang terdiri dari :

a. torrlinal 1\pc. A ;

b. lerr-ninirl Type B ;

c. terminal T.ype C ;

24. Pangkalan adalah Tempat berpangkalnya Kendaraan Angkutan
Penumpang Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
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25. Ilalte adalah tempat pemberhentialn Kendaraan Bermotor umlirri Ll,tuli
me naikkan dan menurunkan pen umpang.

26
..lasa
yang
dwal

komersial,

Trayek adalah Lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan
Angkutan C)rang dengan Mobil penumpang dan Mobi.l Bus
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan ia
tetap maupun tidak berjadwal.

27. J anngan Trayek adalah Kumpulan dari Trayek _Trayek 
-yang mcnjadi

satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan Orang.

'18. 'l'ra-\'ck ret:rp cl.n ter,tlrr adalah pelzryanan angkutan yang diiakuk,,
d:rl:r.t jaringa, 'lrayek secara Letap dan teratur dengan jadu,al terap
atau tidak berjudwal.

'29. J alan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yars
berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibaw.ah
permukaan lanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali
jalan rel dan jalan kabel.

30' Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disecliakan atau
diberikan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3 J l?ctribusi te rminal adalah pungutan yang dilakukan olch
Ko t.i,1 i1s .i zr sa 

-1,i11-1 
g d iberi kan d a ran-r pc.ryelen garaan Tcrminal.

32. objek Retribr-rsi Terminar adalah perayanan penyediaan tempat parkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha,
dan fasilitas lanilla dilingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki,
clan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

33. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usa yang bersangkutan,

34. wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yar-rg
menLlrut ketentuan peraturan per-undang - unclangan Rct.ribr,rsi
cliu'ajrbkan u.tuk melakukan pembayaran Retribusi, tcr-rneLsuk
pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

35. Masa Rctribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jzrsa dan
perizinan tertentu dari pemerintah daerah.yang bersangkutan .

36. Surat Setoran Retribusi Daerah (ssRD) adalah bukti pembayaran aralr
penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan
Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yaing
Terutang.

[)cmt'r'ir.r l;-L]t

6



il8 Surat Ke reLapan Retribusi Daerah Lebih Bayerr yang sela.jut.va
disingkat SKRDLB aclalah surat ketetapan retribusi y,.rrg -..,.rrtuku,,jumlah kelebihan pcmbayaran Retribusi, karena jumlah kredit Retribusi
lebih beszrr claripadzr Retribusi yarng rerhurang atau seharusnva ticlak
terhLltang.

39. Surat Tagihan Retribusi Daerah seranjutnya disingkat STRD acrarah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrarii-
berupa bunga dan/atau denda.

40. Penyidikan Tindak pidana di bidang Re tribusi claerah :rd,lar,r
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

4l Pcmbukuar-r adalah suatu proses perczttatan yzrng dilakuk.ln secar.l
teratLir ur-rtuk rnengumpulkan data dan Inlormasi yang rnelipuLi
kead:ran harta, kewa.iiban atau utang, modal, penghasrlan dan bi;rla
scrta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, -yangditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca clan
perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Retribusi terakhir.

42. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan untuk me ncilri,
mcngumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka Pengawasan Kepatuhan pemenuhan kewa.iiban Retribusi Daer.ah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

43. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah Serangkaian
Tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegau.ai Negeri Sipil yang
sclzrnjutnya dapat discbut penyiclil<, untuk mencari s(,-ru.i
n'iengurnpulkan bukri yang dengan bukti itu membuat terang tinclaLk
Pidana di bidang Retribusi Daerah yang teriadi serta mencmukan
tersangka.

BAR II
NAMA, OB.]trK DAN SUB.JtrK RtrTRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pelayanan
Penyediaan Fasilitas Terminal oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan pen-yediaan tempat par.kir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha,
dar-r lasilitas lainnya di lingkungan termirral, yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

(2) Dikccualikan dari objek Retribusi Terminal adalah .lerminal yang cji
secliakan dimiliki, cian/atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD dan
Pihak swasta
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Subjcl< Rctribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mcndapaL
pelal,anan atas jasa penyelenggaraan Terminal oleh pemerintah Kota.

BAB III
GOLONGAN RETRIBIJS]

Pasal 5

Retribusi Terminal Lermasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA PENGUKURAN TINGKAT

PENCCUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi dalam Terminal diukur dan diatur
sebagati berikut:

a. satuan Jumlah bagi Kendaraan Angkutan penumpang Umum yang
mempergLlnakan Terminal

b. satuan Waktu bagi Kendaraan Angkutan penumpang Umum cian
Kendaraan Pribadi.

c. satuan Luas, Waktu dan Jenis Bangunan dalam Terminal yang
digunakan oleh Orang Pribadi atau Badan sebagai tempat berusaha,
berdagang, berkantor, dan penitipan barang.

cl. satuan Kali bagi Orang Pribadi yang mempergunkan Bangunan fasilitas
umum dalam Terminal ( Ruang Tunggu, Mandi Cuci Kakus).

BAB V
PR]NSIP DAN SASARAN DALAM PENtrTAPAN

TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Terminal
clidasarl<an pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang la1,a[.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
diiakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

I]AB VI

PENETAPAN TIPE TERMINAL PENUMPANC

Pasal B

Penetapan Tipe Terminal dalam Kota Pekanbaru diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

B



BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RBTRIBUSI

Pasal 9
('1 ) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi clitetapkan sebagai berikut

,rr; I li l(1.'l IJtLiLsl
, -,., I, 

^

TARI}I

TARIF I]

Rp. L000,-

Rp. 1.000,

Rp. 1 .000,

i(!)1't'RANGAN

l

3

4

l

I

I

l

I

MOBIL BUS

Urrs Besar Eksek utif

Bus Resar I,-ll<onomi

Bus Sedaug.

Bus Kota

MOBII, PENUMPANG

UMUM (MPrJ)

Antar Kotil

Tidak Dalam Tral,ek

Dalam Kota

Itp.5.000,-

Rp.5.000,-

Rp.2.0O0,

TARIF C

Itp. 1.000,

Rp. 1.000,,

Rp. 1000,

Rp.2.000,'

Rp. 1.000,-

Perkcndaraan

Perkendaraan

Perkendaraarn

Perkendaraan

Perkendaraarr

Perkendaraan

Perkendaraan

Perkenciaraan

Perkendaraan

per-m2/har-i

per m2l har)

per m2 I harl

per m2/hari

per r.n2 / hnri

per m2 / hari

per m2 / harJ

per m2/ hari

per n2 f hari

perbular.r

per nr2 / ha ri

) tt

2

3

2

I]DRPAIiKIRAN

Mobil Pribadi

Sepeda Motor

'tftMPAT / RUANC}AN

'l'oko / Kios l-antai i

Toho / Kios Lantai 2

Restoran/ Kantin

Kantor Pos

Ruang Kosong Sudut

Rualrg Kantor

Partisi/ Sekat

Penitipan Barang

Rp.2.000,

Rp. l 000,-

Rp. 1.500,'

Rp. 1.200,-

Rp.l.500,

Rp. 1.200,-

Rp. 1.500,-

Rp. I .200,-

Rp. 1.s00,

Rp. 1.200,-

Rp.50O,-

Rp. 150.000,-

Rp.2.000,-

Rp.2.000,

Rp. 1.000,-

0

1

,),

W ilrt e

Iltrr k

ketLo

'liri

\llLrrrlr

Rp. ii0.0(-)(1, R p.30.000,

I{p 100.000,' Rp100.000,

Rp.60.000, Rp.60.000,

Rp.35.000,-

Rp.35.000,

I?p. 2. O0O,

Rp. 1 .000,

Rp.2.O0i),- Rp. 1.OOO,-

3 ,l

Itp.7.000,

Rp.5.000,-

Rp.4.000,-

Rp.2.000,-

I I(aIi Pakai

9
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6.

7.
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V Lr\lN ' l-AlN

I IJus llcrrrralalr

.Jasa Ruang Tu nggu

Jasa Kebersihan

Kios/ Loket

Waruu / kedat

Rp.5.0O0.-

Rp. ) s.000,

Rp.30.00(t,-

Rp. 15.000,-

Rp.30.00O,

rkenci:rraan/ Malnrn

Per orang

Perkios/ bltt

PerLletutLg/ bltL

2

.l

Rp. I s.000,-

Rp.3A.000,

(2) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagaimana crimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 1C

Retribusi yang terhutang di pungut di Wilayah Kota
pe r lvelc n gga raan Tcrminal dilaksanakan.

Pekanb.rru tempal

Retribusi terutang aclalah pad
Rctribusi atau dokumen lain yang

Pasal 11

a saat ditetapkannya surat kctetapan
dipersamakan.

BAB IX
PtrNETAPAN RtrTRIBTJSI

(J ) Rr:t libr-tsi diprrngr-rt
varlrg d iperszrmal<it lt

(2) Dol<umcn larn yang dipcrsamakan sebagaimana climaksud pada a\,at (l)
clapal berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (l) ditetapkan oleh walikota
atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pasal l2

dengan menggLlnakan SKRD atau dokumen la jn

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pcmungutalt Rctribusi dilakukan oleh Dinars perh.bungan, I{omr:nikersi
clern Inlormatika Kota Pekat'rbaru.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Setoran Retnbusi
Daerah ( SSRD).

Daiam hal Wajib Retribusi tertentLl tidak membayar tepat pacla
warktunva .rtau kurang membayar, dikenakan sanksi aclmlnistrzrtif
berupa bunga sebesar 2t/o (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yz,Lng
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
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(5) Penagihan Retribusr tcrut.lng sebagaimana
didahului dengan Surart Tegur:rn.

climaksud pada a1,a L (41

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(l) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dnn
sekaligus.

(2) Retribusi terutang selambat-lambatnya 1s (lima belas hari) sejak
diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau clokumcn
li rir r vlr:tg dipcrsi-inrakun.

(13) I)en-rbayarar-r retribusi se bagaimana climaksud pada ayat (1) dan a_v.rr (2)
diterbitkan SSRD .

(4) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat pembayaran Retribusi
diatur dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
PtrNAGIHAN

Pasal 15

(1) Penagihan Retribusi Melalui tim dilaksanakan berdasarkan Surar
Keputusan Walikota atau Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
I r-rlbrmatika Kota Pekanbaru.

(2) Kete.rtuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi cliatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF'

Pasal 16

Daiam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, atau
kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebeserr
2 ol' (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang ticlak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan (STRD).

BAR X]V
KDBtrRATAN

Pasal 17

( 1) Wa.1ib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau
Pejabat lain yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Dar:rah
(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Kebcratan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia clengarr
clisertai alasan - alasan yangjelas.
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(3) Dalam wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusr,
wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Keterapan
Retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka Waktu paling lama 3 (Liga)
brLla.r sejak ra.rggal surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau
d.kumen lair yang dipersamakan kecuali wajib Retribusi crapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaaan diluar kekuasaannya.

(5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pacla ayat (4)
adalah suatu keadaan yang terjadi cii luar kehendak atau keku:rs,ar-r
Wajib Retribusi.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaiman yang
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusr
clan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan clapat bcrupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya Retribusi yanEa terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) telah
levvat, dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PtrNGURANGAN, KERINGANAN DAN

PtrMBDBASAN RE'I'RIBUSI

P:lszrl 19

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringan, dan pembebasan
Retribursi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaiman dimaksud a)rat
(1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Rerribusr,
Situasi dan Kondisi yang terjadi pada saat itu.

(3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribr-tsi
ditctapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
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BAB XVt
KEDALUWARSA PtrNAGI IIAN RtrTRIBUSI

Persal 20

(1). Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi keclaruwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun rerhitung sejak saat
Terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan ti.clak
pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayar
( 1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
b. ar,l. pengakuan urang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsu,g

maupuli tidak Iangsur-rg.

(13). Dalam harl diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksucl pada
ay aL (21 huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4). Pengakuan utang Retribusi secara langsung se bagaimana dimaks,cl
pada ayat (2) hurul b adalah Wajib Rerribusi dengan kesadaraurnya
rnenyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belurn
melunasinya kepada Pemeritah Daerah.

(5). Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan olch Wajib Retribusi.

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

RtrTRIBUSI YANG KtrDALUWARSA

Pasal 2 1

( 1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2). Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3). Tata cara penghapusan piutang Retribusi sudah kedalur.r,:rrsa diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KE'IENTUAN DAN PtrNGAWASAN

PENGENDALIAN RETRIBI]SI

Pasal 22

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
ini ciilaksanakan ole h Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Tata Cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.



BAB XIX
INSENTIF PtrMUNGUTAN

Pasal 23

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 24

(l). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penidikan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana
din'raksud clalam Undzrng - Undzrng Hukum Acara pidana.

(2). Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegar,r,ar
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.

(3). Wcu,enzrng Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah :

a. met-rerirna, mencari, mengumpulkan dan meneiiti keterangan ataiLi
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengcnai orang
pribadi atau Badan tent.tng kebenaran perbuatan yang dilakr_rkar-r
schubungan dcngan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tinciak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengzrn
tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

I'. meminta bantuan tenaga ahii dalam rangka pelaksanzran tug:is
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi ;
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(1) Dalam rangka pelaksanaan pemungrrtan Retribusi Terminal, lnstzrnsr
yang mc'laksanakan dapat diberikan insentif pemungutan at^s d.sar
pencapaian kinerya tertentu.

(2) Pcmberian inscntif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanlaatan insentif sebagaimana dirnaksuti
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau Lempat pada saat pemerikasaan sedang berlangsung
clarr mcmeriksa identitas orang . be ncl.r, dan/atau dokun-rerr yang
c| b:r n,zr I

h. mcmotret seseorang yang berkaitan dengan tindak picl:rna
perpajakan Daerah dan Retribusi ;

i. memanggil orang untuk didengar
sebagai tersangka atau saksi ;

j. menghcntikan penyidikan ;dan arau

keterangannya dan d iperiks:r

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyiclikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

(4). Pcnvidil< sebagairnana dimaksucl pada ,yat (1) mcrrbr:ritah ukar.r
dimulai.\,a penvidikan dern menyapaikern hasil penyidika.r-rya kepada
Pcnuntut Umum melalui Penyidik pejabat polisi Negara Rcp,blik
Indonesia, sesuat dengan ketentuan yang <iiatur dalam Undang_Undang
Hukum Acara Pidana

BAB XXl
KtrTENTUAN PIDANA

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan
Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dcncia paling
banvak 3 (tiga) kali jumlah Re tribusi terhutang, yang tidak ,teru kur.rg
bayar.

(2). Tind.rk Pidana scbagaiman dimaksud ayar ( 1) aclalah pelanggaran.

Denda sebagaimana
penerimaan Negara.

Pasal 26

dimaksud dalam Pasal 28 ayat ( I ) merupakan

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Petur.iuk Pelaksanaa, Peraturan Daeral-r ini, sepanjang menyangkut teknis
pt'ltrksanaan n-1,a akarn diatur dan ditetapkarn lebih lanjut clalam peraturarr
walikota cialam q,aktu 3 (tiga) bularn sctelah perzrturan Daerah ini berlaku,
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Pasal 25

l)crg,r-i berlakunya peraturan Daerah ir-ri maka peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi pelavanan Di Bida.g
Perhubungan Darat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

[)e'ratur.rn Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diunclangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya Dalam
Le mbaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal tX- OY-IDIfE

2 WALIKOTA PEKANBARU,

t

D iu ndan gk kan baru /
RDAUS

pad:l tanggal FfiW?- 2012

PIt. SEKRET

Drs. H. YU AKUB M.Pd
PEMBINA MADYA

NIP. 1953 3 97402 IOOI

LEMBARAN DAtrRAII KOTA PEKANBARU TAHUN 2012 NOMOR

Fc.t

tb
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